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BERITA - DAERAH
KOTA SIBOLGA
NOMOR 9 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NCMOR: 903 / 11 / 2014

TENTANG

' PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 903/18/2013
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

bahwa sesuai dengan pasal 160 ayat 2, 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana tfelah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan
PPKD dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan cara mengubah
peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD; '

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman . Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Hal-Hal
Khusus Lainnya menyatakan Program dan kegiatan yang dibiayai dari
DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana
Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif
Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan
peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran APBD dan
memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

babwa surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/2756
menyatakan Alokasi Bantuan Keuamgan kepada Pemerintah Kota Sibolga
yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b,
dan c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/18/2013 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100};
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569});
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan - Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ‘Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355};

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan ' Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perderintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indoensxa
Nomor 4844); -

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a
Nomior 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentamz> Standar Akuntasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); _ z

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indenesia Neomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuq 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;.

Peraturann Menteil Dalain Negeri Noxior 13 Tahun 2006 sebagaimiaiia
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun
2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; -

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah
Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kota S1bolga Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakerja Kecamatan Pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota Siboiga Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2008 tentang Orgamsa.sx
dan Tatakerja Kelurahan Pada Pemerintah Kota Sibolga (Lembaran
Daerah Kota S1bolga Tahun 2008. Nomeor 14); i

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun
2009 Neomeor 9);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Tehnis Daerah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Ketja
Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakllan Rakyat Daerah
Kota Sibolga; .
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Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 20 12 Tentang Perubahan
Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga;

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010
tentang Pemberhentian Penjabat dan Pengesahan Pengangkatan Walikota
Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/968/KPTS/TAHUN
2013 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Sibolga
Tentang Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
dan Rancangan Peraturan Walikota Sibolga Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/18/2013 tentang PenJabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 903/ 18I2013

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1
1. Pendapatan : : ‘
a. Pendapatan Asl Daeralh: Rp. 36.216.015.200,00 -
b. Dana Perimbangan Rp. 424.703.549.200,00
¢.  Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 47.983.986.100,00
yang Sah :
Jumlah Pendapatan : Rp.  508.903.550.500,00
2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 251.130.503.207,00 -
2). Belanja Hibah _ Rp. 4.130.000.000,00
3). Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.960.000.000,00
4). Belanja Bantuan Keuangan Rp. 350.000.000,00
Kepada

3.

Provinsi/Kabupaten /Kota/Peme
rintahan Desa dan Partai Politik ?
5). Belanja Tidak Terduga Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak langsung Rp. 262.570.503.207,00
b. Belanja Langsung
1). Belanja Pegawai Rp. 34.907.881.900,00 ,
2). Belanja Barang dan Jasa Rp. 150.234.198.469,00 i
3). Belanja Modal Rp. 117.698.079.381,00 :
Jumlah Belanja Langsung Rp. 302.840.159.750,00
Pembiayaan :
a. Penerimaan Rp. 59.912.072.457,00
b.  Pembiayaan Rp.  3.404.960.000,00

Jumlah Pembiayasn Netto : Rp.  56.507.112.457;00
1

Pasqgl 2...
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Pasal 2 |

Kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai me1a1u1 belanja tidak terduga dJlakukan
dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan

Pasal 3

Ringkasan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/18/2013 tentang Penjabaran APBD
Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Walikota ini,

Pasal 4

Penjabaran Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/18/2013 tentang Penjabaran APBD

Kota Sibolga Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang t1dak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 903/18/2013 tentang
Penjabaran APBD Keota Sibolga Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkan dalam peraturan ini

d1mangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Sibelga
pada tanggal 16 Juni 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

- ;dto -

M. SYARFI HUTAURUK

MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR .....



